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 Salah satu faktor pengungkit untuk mewujudkan keunggulan sumber 
daya manusia Indonesia adalah pendidikan, termasuk pendidikan vokasi 
yang merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional 
(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional). Pada ঞngkat global, amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 sejalan dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals atau SDGs). 

  Dalam implementasinya, pendidikan vokasi saat ini masih menghadapi 
sejumlah tantangan, antara lain kualitas lulusan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) maupun politeknik ঞdak selalu memenuhi kualifikasi 
penyedia kerja (Nadia, 2019). Hal ini terlihat dari ঞngginya persentase 
lulusan SMK yang menganggur. Saat ini pemerintah melakukan berbagai 
upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia antara 
lain melalui penguatan link and match antara dunia pendidikan dan Dunia 
Usaha/Usaha/Dunia Industri.

 Upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan pada 
insঞtusi pendidikan vokasi membutuhkan kerja sama ঞga pemangku 
kepenঞngan utama yaitu insঞtusi pendidikan vokasi, pemerintah dan 
Dunia Usaha/Dunia Industri sebagai pengguna lulusan yang sejalan 
dengan konsep triple helix (Etzkowitz & Leyesdorff, 2000). Dalam 
perspekঞf triple helix, keঞga pemangku kepenঞngan bekerja sama untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan peran masing 
masing. masing. 

 Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia 
Industri (DUDI), Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan menyusun buku saku ini sebagai upaya sosialisasi sekaligus 
untuk mendorong terwujudnya kemitraan DUDI dalam penyelenggaraan 
pendidikan vokasi. Penyusunan buku saku ini juga didukung oleh 
pemangku kepenঞngan pendidikan vokasi, seperঞ Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 
KemeKementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, 
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, KADIN, dan 
GIZ.
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 Pemerintah mendorong keterlibatan Dunia Usaha/Dunia 
Industri dalam mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia 
melalui kebijakan insenঞf perpajakan yang dituangkan dalam 
Peraturan Pemerintah !epublik Indonesia Nomor ƓƔ Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9Ɠ Tahun 
2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan 
Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan dan Peraturan 
MeMenteri Keuangan Nomor 12Ѷ/PMK.010/2019 tentang 
Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan 
Kegiatan Prakঞk Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran 
dalam !angka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.  

 Dalam peraturan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas 
pengurang penghasilan bruto sebesar 200ѷ, yang dibagi dalam 
dua tahap. Pertama, fasilitas pengurangan penghasilan bruto 
sebesar 100ѷ bagi perusahaan yang menyelenggarakan program 
pelaঞhan dan pendidikan vokasi. Kedua, persentase pengurang 
penghasilan bruto tambahan hingga maksimal 100ѷ jika 
perusahaan memenuhi sejumlah ketentuan berikutĹ (1) telah 
melakukanmelakukan kegiatan prakঞk kerja, pemagangan atau pembelajaran 
berbasis kompetensi tertentuĸ (2) memiliki perjanjian kerja samaĸ 
(3) ঞdak dalam keadaan rugi fiskal saat pemanfaatan fasilitasĸ dan 
(Ɠ) telah menyampaikan Surat Keterangan 
iskal.

 Dalam implementasinya, kebijakan Super $ax Deducࢼon 
Kegiatan Vokasi belum berhasil menarik jumlah )ajib Pajak untuk 
memanfaatkan skema insenঞf yang sebenarnya sangat menarik 
ini. Sampai dengan bulan Juli 2020, dari sekitar 1,Ɠ juta )ajib 
Pajak PPh Badan hanya sekitar 1Ɠ )ajib Pajak Badan yang telah 
menda[ar melalui �SS dan memenuhi persyaratan.  Padahal 
kebijakan ini diran1ang untuk memberikan manfaat bagi berbagai 
pihakpihak yaitu industri, pemerintah, insঞtusi Pendidikan vokasi dan 
masyarakat. 
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Buku saku Super $ax Deducࢼon Kegiatan Vokasi ini ditujukan 
untukĹ

վ )ajib Pajak Badan Dalam Negeri
վ Pengelola pendidikan vokasi
վ Pemangku kepenঞngan lainnya

sebagai  pedoman maupun sumber informasi mengenai program 
Super $ax Deducࢼon Kegiatan Vokasi.
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Kebijakan insenঞf Super $ax Deducࢼon Kegiatan Vokasi dilakukan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan berikutĹ

1. 

2.

TTerkait dengan kendala regulasi pada implementasi kegiatan vokasi seperঞ berkenaan 
dengan usia siswa yang masih di bawah umur dan ঞdak boleh diperkerjakan, maka 
akan segera diterbitkan Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi untuk menjadi payung 
hukum yang menetapkan bahwa keberadaan siswa pada kegiatan prakঞk kerja adalah 
bagian dari kegiatan pendidikan vokasi.

2OaO`�6cYc[�9SPWXOYO\

Peraturan Pemerintah !epublik Indonesia Nomor ƓƔ Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9Ɠ Tahun 2010 tentang 
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam 
Tahun Berjalan. 

PPeraturan Menteri Keuangan Nomor 12Ѷ/PMK.010/2019 tentang Pemberian 
Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Prakঞk Kerja, 
Pemagangan dan/atau Pembelajaran dalam !angka Pembinaan dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.



Super Tax Deducࢼon �;]b-|-m (oh-vb adalah bmv;mঞ= r;ur-f-h-m yang 
diberikan oleh pemerintah bagi industri yang terlibat dalam 
melaksanakan ruo]u-lŊruo]u-l pada r;m7b7bh-m �oh-vb sesuai 
dengan regulasi yang berlaku. 

IInsenঞf yang diberikan berupa r;m]�u-m]-m �;m]_-vbѴ-m �;m- �-f-h 
dengan biaya yang dipergunakan untuk menyelenggarakan 
program-program sesuai dengan regulasi yang berlaku l-hvbl-Ѵ 
ƑƏƏѷĺ 
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Kebijakan insenঞf Super $ax Deducࢼon Kegiatan Vokasi dapat 
dimanfaatkan oleh )ajib Pajak Badan Dalam Negeri, seperঞ industri 
atau pelaku usaha serta kegiatan lainnya yang sejenis yang 
mengeluarkan biaya untuk menyelenggarakanĹ 
1. kegiatan prakঞk kerjaĸ 
2. pemagangan, dan/atauĸ
3. pembelajaran. 
dalamdalam rangka pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia 
yang berbasis kompetensi tertentu.

/^O�gO\U�RW[OYacR�^`OYbWY�YS`XO�ObOc�^S[OUO\UO\-
Prakঞk kerja atau pemagangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
menguasai keterampilan dan/atau keahlian pada bidang tertentu, 
yang dilaksanakan di tempat usaha )ajib Pajak sebagai bagian dari 
kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi.

0OUOW[O\O�XWYO�YSUWObO\�RWaSZS\UUO`OYO\�RW�bS[^Ob�ZOW\-
AApabila kegiatan pemagangan dan/atau prakঞk kerja ঞdak 
dilaksanakan di tempat usaha )ajib Pajak, maka biaya yang 
dikeluarkan atas prakঞk kerja dan/atau pemagangan ঞ7-h 7-r-| 
l;l-m=--|h-m bmv;mঞ= Super Tax Deducࢼon �;]b-|-m (oh-vbĺ
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^S[OUO\UO\-

1. Siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan (staf pendukung dalam    
 penyelenggaraan pendidikan) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau   
 Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)Œ1œ

2. Mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di Program Diploma   
 pada pendidikan/pelaঞhan vokasiĸ

3.3. Peserta pelaঞhan, instruktur, dan/atau tenaga kepelaঞhan (staf pendukung  
 dalam penyelenggaraan pelaঞhan) di Balai Laঞhan KerjaŒ2œ dan/ atauĸ

Ɠ. Perorangan ঞdak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang   
 dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pada bidang  
 ketenagakerjaan di ঞngkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau   
 pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Permenaker No. ѵ      
 Tahun 2020.

Œ2œŒ2œ Definisi ini menga1u pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja !epublik Indonesia Nomor Kep-30/Men/1999 tentang 
Pedoman Pembinaan Lembaga Pelaঞhan Kerja Swasta. Instruktur Laঞhan Kerja (ILK) adalah seseorang yang memiliki 
kualifikasi keterampilan dan atau keahlian tertentu sehingga mampu memberikan pelaঞhan kerja kepada peserta 
pelaঞhan dalam bidang atau kejuruan tertentu. Tenaga Kepelaঞhan Lainnya (TKL) adalah seseorang yang memiliki 
kualifikasi yang mampu mengadministrasi pelaঞhan, pengelola atau manajer lembaga pelaঞhan, peren1ana pelaঞhan, 
penyelia pelaঞhan, pemasar program pelaঞhan, peran1ang kurikulum pengelola sarana pelaঞhan, konsultan pelaঞhan 

Œ1œ Pengerঞan Tenaga Pendidik adalah tenaga 
profesional yang bertugas meren1anakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, melakukan 
pembimbingan dan pelaঞhan, serta melakukan 
peneliঞan dan pengabdian kepada masyarakat, 
terutama bagi pendidik pada perguruan ঞnggi 
berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 20 
TahunTahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, sedangkan pengerঞan Tenaga 
Kependidikan adalah adalah anggota masyarakat 
yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 
menunjang penyelenggaraan Pendidikan sesuai 
dengan Pasal 1 angka Ɣ Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
NNasional.
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/^O�gO\U�RW[OYacR�RS\UO\�^S[PSZOXO`O\-
Kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh 
)ajib Pajak untuk mengajar diĹ
1. Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan
2. Perguruan ঞnggi Program Diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau
3. Balai Laঞhan Kerja

/^O�/^O�gO\U�RW[OYacR�RS\UO\�Y][^SbS\aW�bS`bS\bc-
Kompetensi yang dimaksud melipuঞ kompetensi yang diajarkan kepada 
peserta didik pada sektor-sektor sebagaimana terlihat pada tabel berikutĹ

BOPSZ����8c[ZOV�ASYb]`�^ORO�ASbWO^�8S\XO\U�>S\RWRWYO\

SumberĹ Badan Kebijakan 
iskal, 2019
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Kurikulum disusun bersama 
dan berstandar DUDI yang 
berfokus kepada penguatan 
aspek so[ skills dan karakter 
keberkerjaan.

Magang/prakঞk kerja 
industri minimal 1 semester.

!iset terapan bermula dari 
kasus atau kebutuhan nyata 
di DUDI dan masyarakat 
sebagai basis teachin] 
industr�ńteachin] =actor�ĸ

Pembelajaran dari DUDI berbasis 
profect based learnin] untuk 
melaঞh hard skillĶ so[ skill, dan 
karakter kesiapan kerja yang 
kuat.

Serঞfikasi kompetensi bagi 
lulusan dan guru/dosen/pengajar 
sesuai standar dan kebutuhan 
DUDI.

Komitmen serapan lulusan 
oleh DUDI.

Peningkatan jumlah dan 
peran guru/pengajar/dosen 
yang ahli di bidangnya dari 
DUDI.

Guru/dosen/pengajar 
mendapatkan update 
teknologi dan trainin] dari 
DUDI se1ara ruঞn.

Beasiswa atau Ikatan Dinas 
dari DUDI untuk 
siswa/mahasiswa serta 
donasi dari DUDI bagi 
pendidikan vokasi.

ŪŪŪ
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Pemberian pengurangan penghasilan bruto sebesar 100ѷ dari jumlah biaya 
yang dihitung v;1-u- ubbѴ, baik khusus kegiatan vokasi maupun komersial, yang 
dikeluarkan untuk menunjang kegiatan prakঞk kerja, pemagangan, dan/atau 
pembelajaran.

Pemberian pengurangan sebesar ƐƏƏѷ yang pertama dapat diberlakukan 
kepada v;Ѵ�u�_ )ajib Pajak Dalam Negeri yang melaksanakan 
kegiatan-kegiatan prakঞk kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. 

PPemberian |-l0-_-m r;m]�u-m]-m penghasilan bruto r-Ѵbm] ঞm]]b ƐƏƏѷ dari 
jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan prakঞk kerja, 
pemagangan, dan/atau pembelajaran, namun biaya yang diakui dan  
dibebankan hanya digunakan untuk kegiatan vokasi. 

Penghitungan tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung v;|;Ѵ-_ 
mendapatkan penghasilan ne�o pada tahun berjalan sehingga menjadi  
r;m]�u-m] 7-ub �;m]_-vbѴ-m �;m- �-f-h Ő���őĺ

Pengurangan biaya pada Super $ax Deducࢼon Kegiatan Vokasi terbagi menjadi dua tahap yaituĹ
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